
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.303, 2021 KEMENKOMINFO. Telekomunikasi. 

Penyelenggaraan. Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2021  

 TENTANG  

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, 

 

  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 294 ayat (5), 

Pasal 474 ayat (1), dan Pasal 502 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Pasal 44 Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, 

Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi; 

  

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 96); 
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6617);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang 

Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);  

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); 

    

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, 

dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk 

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi 
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melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem 

elektromagnetik lainnya. 

2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat 

Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan 

dalam bertelekomunikasi. 

3. Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi 

untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan 

menggunakan Jaringan Telekomunikasi. 

4. Penomoran Telekomunikasi adalah kombinasi digit yang 

mencirikan identitas pelanggan, wilayah, elemen 

jaringan, penyelenggara, atau layanan Telekomunikasi. 

5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga 

memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi. 

6. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, 

koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik 

negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan 

instansi pertahanan keamanan negara. 

7. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan 

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan 

usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Perizinan 

Berusaha Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. 

8. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah 

kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jaringan 

Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya 

Telekomunikasi. 

9. Penyelenggaraan Jaringan Tetap adalah kegiatan 

penyelenggaraan jaringan untuk layanan Telekomunikasi 

tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya 

telekomunikasi publik dan sirkit sewa. 

10. Sistem Komunikasi Kabel Laut, yang selanjutnya disebut 

SKKL, adalah suatu sistem transmisi Telekomunikasi 

menggunakan media kabel yang dibentangkan di dalam 

lautan dan/atau samudera untuk menghubungkan 

beberapa stasiun kabel di setiap negara yang dilaluinya. 

11. Hak Labuh Sistem Komunikasi Kabel Laut Transmisi 

Telekomunikasi Internasional yang selanjutnya disebut 
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Hak Labuh SKKL adalah hak yang diberikan kepada 

Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dalam rangka 

penyediaan sarana transmisi Telekomunikasi 

internasional secara langsung ke wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia melalui kerja sama dengan 

badan usaha asing. 

12. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha 

swasta, atau koperasi yang memperoleh Perizinan 

Berusaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. 

13. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan 

penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi 

yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi. 

14. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan 

layanan teleponi dasar dengan menggunakan teknologi 

circuit switched atau teknologi lainnya. 

15. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi adalah 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan 

layanan nilai tambah untuk layanan teleponi dasar. 

16. Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan 

layanan berbasis teknologi informasi selain 

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar dan 

Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi.  

17. Uji Laik Operasi adalah pengujian sistem secara teknis 

dan operasional dalam pemenuhan standar minimum 

Penyelenggaraan Telekomunikasi. 

18. Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang 

selanjutnya disebut BHP Telekomunikasi adalah 

kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Penyelenggara 

Telekomunikasi dan merupakan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak.  

19. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/Universal 

Service Obligation yang selanjutnya disebut Kontribusi 

KPU/USO adalah kontribusi kewajiban yang harus 

diberikan oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi 
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dalam bentuk dana berdasarkan persentase tertentu dari 

pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi yang 

merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau 

kontribusi lainnya. 

20. Pendapatan Kotor adalah seluruh pendapatan 

Penyelenggaraan Telekomunikasi yang didapat dari setiap 

kegiatan usaha yang berkaitan dengan Perizinan 

Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi yang 

dimilikinya.  

21. Layanan Pusat Panggilan Informasi (Call Center) adalah 

jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi yang menyediakan layanan pusat 

panggilan teleponi untuk pencarian informasi guna 

kepentingan Pelanggan Layanan Pusat Panggilan 

Informasi (Call Center). 

22. Layanan Akses Internet (Internet Service Provider) yang 

selanjutnya disebut Layanan Akses Internet (ISP) adalah 

jenis layanan dalam Penyelenggaraan Jasa 

Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi 

Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet 

publik. 

23. Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point) 

yang selanjutnya disebut Layanan Gerbang Akses 

Internet (NAP) adalah jenis layanan dalam 

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan 

layanan penyaluran trafik internet dan routing bagi 

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya untuk 

terhubung ke jaringan internet internasional (IP Transit), 

terhubung dengan sesama penyelenggara Layanan 

Gerbang Akses Internet (NAP), dan menjadi titik 

penyebaran akses Internet di dalam negeri (Internet 

Exchange), serta dapat berfungsi sebagai penyimpan 

sementara (caching) dan/atau pengatur penyaluran 

(distribution) konten internet.  

24. Registrasi adalah pencatatan identitas Pelanggan Jasa 

Telekomunikasi oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. 

25. De-Registrasi adalah penghapusan catatan identitas 
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